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Sifat . Penting

Perihal - Imbauan Larangan Kampanye

dan Politik Uang
Kepada Yth :
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024
Di-
Tempat

Dengan hormat,

|. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan
Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

|. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 pada :

» Pasal 67 Ayat (1) “Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) han setelah penelapan
calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang”.

» Pasal 69 huruf ( k ), dilarang melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal
yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

> Pasal 187
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal
waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda
paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

> Pasal 187A Ayat (1)
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan
kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung
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untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,
menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak
sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan
dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Il.  Berdasarkan point-point diatas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Sumbawa
mengimbau kepada Seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa
Tahun 2024 untuk Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan Pemilihan..

Demikian imbauan ini disampaikan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya, atas
perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth;
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram
3. Pertinggal

jdih.bawaslu.go.id Kabupaten Sumbawa



